








 

 

 

(1) Yang dimaksud keadaan kahar (Force Majeure) adalah peristiwa seperti: 
bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, 
huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara 
keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan. 

(2) Apabila terjadi keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (Force Majeure)  
wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yang 
mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang. 

 
Pasal 11 

Penyelesaian Perselisihan 
 

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini 
yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA 
PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. 
 

 
Pasal 12 

Pemberitahuan 
 

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrak ini wajib 
diberikan secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut: 

 
PIHAK KESATU 
BGTK Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 
 
 
PPK 
Jalan Gajahmada No 173 
Jempong Baru, Kec. Sekarbela, 
Kota Mataram 
No Telp (0370) 620870 
Surel: 
bgtkntb@kemendikdasmen.go.id 

PIHAK KEDUA 
SMP ISLAM TELADAN IMAM SYAFII 
 
 
Kepala SMP Islam teladan Imam 
Syafii 
Jalan Lading-lading Km1 Desa 
Tanjung Kecamatan Tanjung 
Kabupaten Lombok Utara 
No Telp. 082330219289 
Surel: 
smpiteladanimamsyafii@gmail.com 

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas,                          
wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak            
yang lain. 
 
 

Pasal 13 
Lain-lain 

(1) PARA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran yang akan 
mengikuti Pelatihan KKA.  

(2) Apabila sasaran yang mengikuti Pelatihan KKA berkurang dari target 
dengan alasan apapun setelah dana PNBP fungsional disetorkan ke Kas 
Negara, maka biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak 
dapat dikembalikan dan diakui sebagai pendapatan Negara. 

 
Pasal 14 




